
 



ANALISIS HUKUM PEER TO PEER LENDING PADA PLATFORM 

SHOPEE PAYLATER: PERSPEKTIF KONTRAK ELEKTRONIK DAN 

PERLINDUNGAN KONSUMEN 
 

 

 

 
 
 

Riska, S.E., M.S.M 
Seri Mughni Sulubara, S.H., M.H 

Nurkhalisah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahta Media Group 

 



ii 

  



iii 

ANALISIS HUKUM PEER TO PEER LENDING PADA PLATFORM 

SHOPEE PAYLATER: PERSPEKTIF KONTRAK ELEKTRONIK DAN 

PERLINDUNGAN KONSUMEN 
 

 

Penulis: 

Riska, S.E., M.S.M 

Seri Mughni Sulubara, S.H., M.H 

Nurkhalisah 

 

Desain Cover: 

Tahta Media 

 

Editor: 

Tahta Media 

 

Proofreader: 

Tahta Media 

 

Ukuran: 

vi, 88, Uk: 15,5 x 23 cm 

 

QRCBN : 62-415-7843-227 

 

Cetakan Pertama: 

Agustus 2025 

 

Hak Cipta 2025, Pada Penulis 

Isi diluar tanggung jawab percetakan 

Copyright © 2025 by Tahta Media Group 

All Right Reserved 

 

Hak cipta dilindungi undang-undang 

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau 

memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini 

tanpa izin tertulis dari Penerbit. 

 

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP 

(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP) 

Anggota IKAPI (216/JTE/2021) 



iv 

KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat 

dan karunia-Nya sehingga buku berjudul Analisis Hukum Peer to Peer 

Lending pada Platform Shopee Paylater: Perspektif Kontrak Elektronik dan 

Perlindungan Konsumen ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini 

disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam 

mengenai aspek hukum yang mengatur layanan peer to peer lending di 

platform digital, khususnya Shopee Paylater, dengan fokus utama pada 

kontrak elektronik dan perlindungan konsumen. 

Perkembangan pesat teknologi finansial (fintech) telah membawa 

revolusi dalam cara masyarakat memperoleh akses pinjaman secara mudah 

dan cepat melalui layanan peer to peer lending. Namun, kemudahan tersebut 

diikuti oleh tantangan hukum yang kompleks, terutama dalam hal validitas 

kontrak elektronik, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme 

perlindungan konsumen dari risiko yang mungkin timbul dalam transaksi 

digital. 

Melalui kajian yang komprehensif, buku ini menguraikan kerangka 

hukum yang melandasi kontrak elektronik di Indonesia dan menerapkannya 

secara khusus pada Shopee Paylater sebagai studi kasus. Selain itu, 

pembahasan mengenai perlindungan konsumen memberikan wawasan 

penting untuk memastikan keberlangsungan ekosistem fintech yang sehat dan 

berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. 

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi 

akademisi, praktisi hukum, regulator, pelaku industri fintech, dan masyarakat 

luas yang ingin memahami serta menghadapi dinamika hukum dalam layanan 

peer to peer lending. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan 

sebagai bahan penyempurnaan di masa mendatang. Terima kasih kami 

sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan 

dukungan selama proses penulisan buku ini, baik secara langsung maupun 

tidak langsung 

Bireun, 01 Juli 2025  

Penulis 
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1.1 LATAR BELAKANG FINTECH DAN PERKEMBANGAN PEER 

TO PEER LENDING 

Fintech (Financial Technology) adalah istilah yang mengacu pada 

integrasi teknologi dalam layanan keuangan untuk meningkatkan efisiensi, 

kemudahan akses, dan inklusi finansial. Fintech hadir sebagai respons 

terhadap kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan layanan 

keuangan yang cepat, mudah diakses, dan personalized dibandingkan metode 

tradisional seperti perbankan konvensional (Azrica & Sulubara, 2023). 

Fintech (Financial Technology) adalah integrasi teknologi dalam layanan 

keuangan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, dan 

inklusi finansial. Secara khusus, fintech hadir untuk merespons kebutuhan 

masyarakat modern yang menginginkan layanan keuangan yang cepat, mudah 

diakses, dan personalized dibandingkan metode tradisional seperti perbankan 

konvensional (Is. Seri Mughni Sulubara, 2024). 

Awal kemunculan fintech berawal dari inovasi teknologi informasi dan 

komunikasi yang meluas sejak 2000-an, ditandai dengan digitalisasi layanan 

keuangan.Peran fintech kini sangat strategis dalam membentuk ekosistem 

keuangan digital yang meliputi pembayaran digital, aset digital, 

crowdfunding, serta peer to peer lending (A. A. Seri Mughni Sulubara, 2024). 

Pengaruh fintech tidak hanya memperluas akses keuangan bagi individu yang 

sebelumnya tidak terlayani (unbanked) tapi juga menyuntikkan persaingan 

dan inovasi ke dalam industri keuangan (Aprianto & Hadibrata, 2023). Peer 

to Peer Lending adalah model pembiayaan di fintech di mana peminjam dan 
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2.1 KONTRAK ELEKTONIK DALAM UNDANG-UNDANG 

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 

Tahun 2008 merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang informasi 

elektronik, transaksi elektronik, dan dokumen elektronik, termasuk kontrak 

elektronik. UU ini telah mengalami beberapa perubahan dan pembaruan untuk 

menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan regulasi 

digital. Dalam UU ITE, kontrak elektronik diakui dan memiliki kekuatan 

hukum setara dengan kontrak konvensional. UU ITE mengatur bahwa kontrak 

yang dibuat melalui sistem elektronik sah dan mengikat para pihak, asalkan 

memenuhi ketentuan yang berlaku dalam undang-undang tersebut, termasuk 

aspek keamanan, keaslian, dan integritas data elektronik (Azrica & Sulubara, 

2023). UU ITE (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan revisinya) 

mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perjanjian yang dibuat dengan 

menggunakan sistem elektronik, yang dapat mencakup transaksi, tanda tangan 

elektronik, dan dokumen elektronik. 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti 

hukum yang sah. Oleh karena itu, kontrak yang dibuat secara elektronik diakui 

sebagai bukti hukum yang kuat. UU ITE mengatur penggunaan tanda tangan 
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3.1 KARAKTERISTIK KONTRAK ELEKTRONIK 

Kontrak elektronik dibuat, disimpan, dan ditandatangani secara digital 

tanpa keharusan adanya dokumen kertas fisik. Semua proses administratif 

dapat dilakukan melalui sistem elektronik seperti email, aplikasi, atau portal 

internet. Sebagai penggantian tanda tangan tulis tangan, kontrak elektronik 

menggunakan tanda tangan elektronik yang diakui secara hukum berdasarkan 

UU ITE (Alfani et al., 2023). Tanda tangan elektronik ini dapat berupa metode 

kriptografi, biometrik, PIN, atau metode lain yang disetujui. Kontrak 

elektronik harus menjamin bahwa isi kontrak tidak dapat diubah setelah 

disepakati (integritas data) dan memastikan identitas para pihak yang 

menandatangani kontrak (keaslian data). Hal ini biasanya dicapai melalui 

teknologi seperti digital signature dan enkripsi.  

Dokumen kontrak elektronik dapat diakses kapan saja melalui media 

elektronik dan tersimpan secara aman dalam sistem penyimpanan digital, 

memudahkan pencarian dan pengelolaan dokumen secara efisien. Kontrak 

elektronik memungkinkan proses pembuatan, distribusi, dan 

penandatanganan kontrak berlangsung lebih cepat dibanding metode 

konvensional, mendukung transaksi bisnis yang dinamis dan mendesak (Joko 

Susilo, 2025). Dengan pemenuhan syarat-syarat legalitas seperti yang diatur 

dalam UU ITE dan peraturan terkait, kontrak elektronik memiliki kekuatan 
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4.1 STRUKTUR KONTRAK ELEKTRONIK SHOPEE PAYLATER 

Kontrak elektronik Shopee Paylater merupakan perjanjian baku digital 

yang dibuat oleh PT. COMMERCE FINANCE dan disetujui oleh pengguna 

melalui tanda tangan elektronik di aplikasi Shopee. Kontrak ini mengatur 

hubungan hukum antara pengguna sebagai debitur dan PT. COMMERCE 

FINANCE sebagai kreditur, dengan Shopee sebagai perantara. Transaksi 

bersifat cashless dan dilakukan secara online, dengan perlindungan hukum 

berdasarkan UU ITE, PP PSTE, dan KUHPerdata. Struktur kontrak memuat 

hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, serta ketentuan 

penyelesaian sengketa. 

Transaksi fintech Peer to Peer Lending seperti Shopee PayLater bersifat 

cashless dan dilakukan secara online, sehingga seluruh aspek hukum yang 

mengatur transaksi ini harus memastikan perlindungan hukum yang kuat bagi 

para pihak, berdasarkan ketentuan utama seperti UU ITE, Peraturan 

Pemerintah tentang Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), dan 

KUHPerdata (Zahroh et al., 2023). Transaksi dilakukan tanpa menggunakan 

uang tunai secara fisik, melainkan melalui sistem elektronik yang 

memfasilitasi pembayaran dan pinjaman secara virtual. Penyelesaian transaksi 

menggunakan platform digital, sehingga diperlukan mekanisme teknis yang 

menjamin keamanan, kerahasiaan, dan keabsahan transaksinya. 
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5.1 RISIKO PENIPUAN DAN KEAMANAN DATA 

Shopee Paylater menghadapi risiko penipuan yang beragam, mulai dari 

pencurian data pribadi, transaksi fiktif, hingga praktik jual beli akun yang 

berbahaya. Keamanan data pengguna menjadi aspek krusial yang harus dijaga 

baik oleh penyelenggara layanan maupun pengguna sendiri. Pencegahan 

melalui edukasi, penggunaan fitur keamanan, dan verifikasi informasi sangat 

penting untuk meminimalisir risiko kerugian finansial dan hukum. Shopee 

Paylater sebagai layanan kredit digital yang memudahkan transaksi belanja 

online juga menghadapi risiko signifikan terkait penipuan dan keamanan data 

pengguna (Amelia, 2023). Adapun  adalah gambaran risiko dan upaya 

perlindungan adalah sebagai berikut (Sulubara, 2023): 

1. Modus Penipuan Umum pada Shopee Paylater 

a. Pencurian data pribadi. penipu menghubungi korban mengaku 

sebagai customer service dan meminta data pribadi seperti nomor 

KTP, PIN transaksi (OTP), nomor kartu kredit/debit, atau email 

yang digunakan untuk registrasi. Memberikan data ini dapat 

menyebabkan akun diretas dan limit Paylater disalahgunakan. 



52 |  Analisis Hukum Peer to Peer Lending pada Platform Shopee Paylater: 
Perspektif Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen 

 

 

 

 

 

 
 

6.1 PERBEDAAN ASPEK HUKUM DAN PRAKTIK 

Shopee Paylater merupakan bentuk fintech P2P lending yang 

menggunakan kontrak elektronik baku, dengan proses digital penuh dan 

pengawasan OJK serta BI. Prosesnya lebih cepat dan praktis dibandingkan 

sistem tradisional, namun menghadapi tantangan regulasi dan perlindungan 

konsumen (Khasanah & Ridwan, 2022). P2P Lending Tradisional memiliki 

mekanisme serupa secara digital, tetapi bisa lebih fleksibel dalam bentuk 

kontrak dan akad, termasuk penerapan prinsip syariah. Regulasi OJK menjadi 

payung hukum utama. 

Kontrak Konvensional menggunakan prinsip hukum perdata klasik 

dengan negosiasi langsung, bentuk kontrak tertulis atau lisan, dan pengaturan 

risiko yang lebih tradisional. Perbandingan aspek hukum dan praktik antara 

shopee paylater, sistem p2p lending tradisional, dan kontrak konvensional 

yaitu (Sulubara, 2023): 
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Rekomendasi dan pengembangan regulasi terkait kontrak elektronik di 

Indonesia. Meskipun kontrak elektronik telah Rekomendasi dan 

Pengembangan Regulasi diakui secara sah dan memiliki kekuatan hukum 

yang setara dengan kontrak konvensional berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

dan perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, 

implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Untuk menciptakan 

sistem hukum kontrak yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan 

kontrak digital, diperlukan strategi dan pembaruan hukum yang sistematis dan 

menyeluruh (Setiawan & Najicha, 2022): 

1. Pembaharuan Legislasi Nasional 

a. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

Diperlukan revisi sistemik terhadap KUHPerdata untuk secara 

eksplisit mengakomodasi mekanisme kontraktual modern dan aspek 

digital, sejalan dengan modernisasi hukum perdata di negara lain 

seperti Singapura dan Perancis. 

b. Undang-Undang khusus kontrak digital. Pembentukan regulasi 

khusus (lex specialis) yang secara komprehensif mengatur kontrak 

elektronik lintas sektor dan lintas yurisdiksi, termasuk pengakuan 

terhadap tanda tangan digital, bentuk kesepakatan daring, dan 

prinsip keadilan kontraktual. 
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8.1 RINGKASAN TEMUAN HUKUM TERKAIT KONTRAK 

ELEKTRONIK SHOPEE PAYLATER 

Kontrak elektronik yang terjadi pada fitur Shopee Paylater secara hukum 

perdata Indonesia dianggap sah dan valid (Tuti Supatminingsih et al., 2023). 

Hal ini didasarkan pada Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUH Perdata yang 

mengatur syarat sahnya perjanjian, serta Pasal 1319 KUH Perdata yang 

mengatur perjanjian baku (standard agreement) yang berlaku pada Shopee 

Paylater (Frisma Indra Prastya et al., 2021). Dalam hal ini, Shopee Paylater 

berperan sebagai kreditur (melalui PT Commerce Finance) dan pengguna 

sebagai debitur berdasarkan perjanjian pinjaman yang telah disepakati secara 

elektronik (Yuyut Prayuti, 2024).  

Penggunaan Shopee Paylater diatur pula dalam konteks perlindungan 

konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Pengaturan ini mencakup hak dan kewajiban 

pengguna serta tanggung jawab Shopee apabila terjadi kerugian akibat 

kesalahan penggunaan layanan Paylater (Syahrin, 2020). Namun, terdapat isu 

mengenai transparansi, terutama terkait ketidakterbukaan besaran bunga di 

awal kontrak yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen.  

Dari perspektif hukum Islam, kontrak Shopee Paylater dianggap tidak 

sah karena mengandung unsur riba (bunga) sebesar 2,95% yang bertentangan 

dengan prinsip syariah. Selain itu, terdapat unsur ketidakjelasan (gharar) dan 
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